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1.1 [bookmark: _Toc207022402]Latar Belakang
Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia yaitu dengan membayar pajak. Pajak di Indonesia terdapat pajak pusat dan pajak daerah pajak pusat dipungut dan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan sedangkan pajak daerah dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 setiap wilayah di Indonesia memiliki pemerintahannya sendiri di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dalam mengatur dan mendukung urusan pemerintahannya sendiri termasuk penerimaan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah kendaraan di Kota Samarinda terus meningkat namun hal ini juga telah selaras dengan masalah yang dihadapi dalam mengumpulkan dan mengelola pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan publik ketika membayar PKB, termasuk manfaat pajak dan kurangnya pemahaman tentang proses manajemen yang kompleks.

[bookmark: _Toc207003480]Gambar 1.1 Jenis Kendaraan dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda (2020-2024)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 204)
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan di kota Samarinda tahun 2020 hingga 2024 cukup variasi. Pada tahun 2020 jumlah mobil penumpang mencapai 140.495 unit, dengan bus sebanyak 7.225 unit, truk 82.175 unit sementara sepeda motor mendominasi sebanyak 585.215 unit. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjasi peningkatan kendaraan mobil menjadi 142.465 unit, bus menjadi 8.135 unit, truk mencapai 84.645 unit dan sepeda motor juga meningkat sebanyak 613.547 unit. Namun, pada tahun 2022 kendaraan mobil penumpang sedikit tidak meningkat hanya 142.592 unit, meskipun jumlah bus dan truk tetap menunjukkan kenaikan kecil. Yang menarik, jumlah kendaraan motor melonjak drastis menjadi 898.838 unit. Pada tahun 2023, terjadi penurunan pada kendaraan mobil penumpang menjadi 97.885 unit, sementara jumlah bus dan truk juga menurun, tetapi sepeda motor terus meningkat menjadi 993.224 unit. Di tahun 2024, jumlah kendaraan penumpang dan bus tetap stabil, dengan sedikit perubahan, sementara sepeda motor mecapai 993.227 unit. Maka dari data diatas menunjukkan bahwa sepeda motor tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Kota Samarinda.  

[bookmark: _Toc207003481]Gambar 1.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: Satu Data Kalimantan Timur 
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2020 hingga 2024 di provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020 penerimaan PKB sebesar Rp949,9 miliar dan terus meningkat hingga mencapau Rp1, 42 triliun pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi terjadi antara 2021 dan 2021, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi setelah pandemi serta adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Sementara itu, pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan penerimaan PKB tetap positif meskipin dengan laju yang lebih moderat. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan pengelolaan pajak yang semakin baik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Peningkatan penerimaan PKB ini juga berkontribusi signifikan terhadaap pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik. 
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota Samarinda tahun 2020 hingga 2024, maka akan berpotensi terhadap penerimaan pajak daerah kota Samarinda. Meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu adanya kepatuhan sebagai wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang menyumbang dana terbesar untuk pendapatan pajak daerah, yang pendapatannya dikelola langsung oleh salah satu otoritas pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Oleh karena itu perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk kepatuhan sebagai wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraannya.
Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dinilai dengan melihat sejauh mana wajib pajak menaati kewajibannya sebagai wajib pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2 menjelaskan ciri wajib pajak yang baik adalah tidak berutang dalam membayar pajak ataupuntidak termasuk dalam perpanjangan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap perundang-undangan di bidang perpajakan. Di samping itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor individu, khususnya sikap terhadap kewajiban perpajakan. Sikap tersebut berperan penting dalan menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak pada suatu daerah.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mereka, pemerintah memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor secara resmi mulai diterapkan di kota Samarinda mulai dari 8 april 2025 hingga 30 juni 2025. Selain itu pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara membuat sanksi pajak untuk wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak ini agar dapat memberikan efek jera pada wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak. Dengan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar, pemerintah memberikan layanan samsat keliling guna memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak dan samsat keliling diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
	Dari ketiga faktor diatas, kemungkinan terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Chaerani et al., 2024; Pranata et al., 2022; Purnaman et al., 2023; Utomo & Iswara, 2022), namun pada penelitian lain menemukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Abdi & Faisol, 2023). Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Jannah & Hambali, 2023; Pranata et al., 2022), sementara penelitian lain menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Abdi & Faisol, 2023; Utomo & Iswara, 2022). Terakhir, penelitian menunjukkan bahwa samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Abdi & Faisol, 2023; Purnaman et al., 2023), tetapi ada juga penelitian yang menyatakan bahwa samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Chaerani et al., 2024; Jannah & Hambali, 2023).
Penelitian ini penting mengingat fenomena kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang fluktuatif. Dengan mengkaji adanya program pemutihan pajak, sanksi pajak dan samsat keliling, diperlukan dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Kota Samarinda. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Pajak dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraaan Bermotor di Kota Samarinda”, diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memahami manfaat dan hambatan Pemutihan Pajak, Sanksi Pajak dan Samsat keliling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah Kota Samarinda.
1.2 [bookmark: _Toc200396048][bookmark: _Toc200396084][bookmark: _Toc200396176][bookmark: _Toc207022403]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
1.3 [bookmark: _Toc200396049][bookmark: _Toc200396085][bookmark: _Toc200396177][bookmark: _Toc207022404]Tujuan Penelitian 	
Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
1.4 [bookmark: _Toc200396050][bookmark: _Toc200396086][bookmark: _Toc200396178][bookmark: _Toc207022405]Manfaat Penelitian
	Beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1 Manfaat teoritis
	Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan akademik bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2 Manfaat Praktis
a. Bagi wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pemutihan pajak kendaraan bermotor, sanksi perpajakan dan samsat keliling sehingga dapat meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
b. Bagi pemerintah dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak melalui pemutihan pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak dan samsat keliling, sehingga mengurangi tunggakan pajak di masa mendatang
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[bookmark: _Toc202903957][bookmark: _Toc207003171][bookmark: _Toc207022407]KAJIAN PUSTAKA
2.1. [bookmark: _Toc207022408]Landasan Teori
2.1.1. [bookmark: _Toc207022409]Theory of Planned Behavior
	Theory of Planned Behavior merupakan salah satu teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1980-an. Teori ini digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia. Theory of planned behaviour membahas bahwa perilaku muncul karena adanya niat untuk melakukan perilaku tersebut. Teori ini terdapat tiga faktor utama yaitu:
a. Behavioral belief merupakan keyakinan individu atas hasil dari sebuah perilaku (Anggraeni & Kristanti, 2019). Suatu keyakinan sesorang tentang perilaku positif maupun negatif, maka sikap pada perilaku akan memberikan perasaan senang atau tidak senang atas perilaku tersebut. 
b. Normative belief merupakan keadaan seseorang yang meyakini terdapat tekanan dari indvidu maupun kelompok akan merasa dirinya harus ataupun tidak harus dalam menjalankan perilaku tersebut (Anggraeni & Kristanti, 2019). Keyakinan ini terkait dengan pengarus dari lingkungan sekitar dalam mengambil suatu keputusan.
c. Control belief merupakan keyakinan yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditunjukan dan tanggapan tentang seberapa kuat hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (Anggraeni & Kristanti, 2019). Keyakinan ini didasarkan dari persepsi individu terhadap kemudahan maupun kesulitan dalam melakukan perilaku tersebut. 
[bookmark: _Hlk207004683]	Berdasarkan tiga faktor diatas, Theory Planned Behavior (TPB) ini berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Pemutihan pajak dan samsat keliling termasuk dalam control belief karena pemutihan pajak menghapuskan sanksi dan denda keterlambatan serta samsat keliling memberikan kemudahan akses pembayaran sehingga ini membantu dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kondisi ini mendorong wajib pajak merasa lebih mampu dan terdorong untuk membayar pajak tepat waktu. 
	Sementara itu, sanksi pajak termasuk dalam normative belief karena adanya sanksi pajak ini mendorong masyarakat agar taat dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Sanksi ini berfungsi sebagai tekanan dan pengendali yang mendorong masyarakat agar lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, sikap pemerintah dalam mengimplemntasikan program pemutihan sebagai upaya untuk menarik minat wajib pajak agar patuh membayar pajak termasuk dalam behavioural belief, karena sikap ini mencerminkan komponen akfektif yang mempengaruhi keyakinan wajib pajak terhadap konsekuensi positif dari perilaku membayar pajak. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama membentuk niat dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor secara tepat waktu.
2.1.2. [bookmark: _Toc207022410]Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kewajiban perpajakan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Jumlah pajak yang diterima dipengaruhi adanya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan merupakan keadaan seseorang yang tunduk pada aturan terutama pada aturan perpajakan yang berlaku (N. Rahayu, 2010). Suatu perilaku yang tunduk pada sebuah aturan disebut kepatuhan. Perilaku seseorang yang sukarela untuk membayar pajak agar dapat membantu kemajuan suatu daerah dikenal sebagai kepatuhan serta memenuhi hak dan kewajibannnya sebagai wajib pajak dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sesuai dengan prosedur pembayaran, memenuhi persyaratan, dan mengetahui jatuh tempo dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. 
	Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut S. K. Rahayu (2013), yaitu:
1. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan wajib pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak melaksanakan kewajiban administratif seperti mendaftarkan diri, melaporkan, dan membayar pajak, sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku.
2. Kepatuhan material merupakan suatu keadaan wajib pajak dalam memenuhi seluruh ketentuan pokok dalam perpajakan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam undang-undang pajak. Kepatuhan ini mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap aturan administrative (formal), tetapi juga memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
		Kriiteria kepatuhan wajib pajak daoat dilihat dan dikategorikan sebagai berikut:
a. Menaati dan memahami peraturan perpajakan dimana para wajib pajak bisa menaati dan memahami semua peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik.
b. Tepat waktu dalam membayar dimana wajib pajak dapat mengetahui kapan mereka harus membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
c. Tidak mempunyai tunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor dan, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar peraturan perpajakan.
	Indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut  Wardani & R (2017), yaitu:
1. Menaati kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Melakukan pembayaran pajak tepat waktu
3. Memnuhi persyaratan dalam pembayaran pajak
4. Mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak
2.1.3. [bookmark: _Toc207022411]Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
	Pemutihan pajak merupakan solusi untuk mendorong masyarakat agar membayarkan tunggakan pajaknya tanpa harus membayar beserta denda keterlambatan (Chaerani et al., 2024). Pemutihan pajak kendaraan merupakan salah satu program dari pemerintah untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak serta mendapatkan denda karena tunggakan dari pajak kendaraan yang belum dibayar.  Kebijakan ini ditetapkan oleh gubernur secara berkala dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Kebijakan ini juga berlaku pada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di setiap provinsi (Setiawan, 2017). 
	Pemutihan pajak ini penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang sudah lama tidak membayar kewajibannya dan mengalami denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu akan dihapuskan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan sehingga wajib pajak hanya membayar pajak kendaraan bermotor pada 1 tahun berjalan sdengan melampirkan STNK terakhir. Kebijakan pemutihan ini tidak hanya bermanfaat bagi pemilik kendaraan saja namu bermanfaat pula bagi pemerintah karena hal ini menjadikan wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, menambah pendapatan daerah dan mendorong wajib pajak untuk secepatnya membayar pajak yang telah jatuh tempo. 
	Menurut Faustina et al. (2025) program pemutihan pajak kendaraan memiliki tujuan dan manfaat, sebagai berikut:
1. Bagi pembayar pajak, program pemutihan pajak kendaraan memudahkan wajib pajak dalam melunasi pajak karena adanya denda keterlambatan yang dihapus. Dengan demikian, biaya yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan. Jika pajak kendaraan tidak dibayarkan selama dua tahun berturut-turut, maka kendaraan dianggap tidak sah, sehingga pemutihan menjadi kesempatan penting untuk mneghindari status tersebut.
2. Bagi instansi pemerintah, program pemutihan ini memberikan beberapa keuntungan, termasuk:
a. Penghapusan denda administasi akibat keterlambatan pembayaran, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa tambahan denda yang besar.
b. Membantu wajib pajak yang sebelumnya belum sempat membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga mereka dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda yang menumpuk.
	Indikator pemutihan pajak kendaraan bermotor menurut Rahayu & Amirah (2018), yaitu:
1. Sunset policy
2. Kesadaran wajib pajak
2.1.4. [bookmark: _Toc207022412]Sanksi Pajak
	Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016) merupakan jaminan dari ketentuan perpajakan yang diatur dalam undang-undang bidang pajak yang biasa disebut dengan norma perpajakan perlu dipatuhi oleh wajib pajak. Penerapan sanksi pajak diberlakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak yang telah melanggar norma perpajakan, dengan demikian tercipta motivasi untuk mematuhi seluruh kewajiban perpajakan. Sanksi pajak berperan penting dalam memberikan ilustrasi untuk memberatkan pelanggar agar tidak meremehkan pedoman pungutan (Utomo & Iswara, 2022).
	Sanksi pajak meliputi sanksi pidana dan administrasi. Sanksi administrasi diatur dalam UU KUP. Menurut pasal 37 UU KUP, terdapat 3 jenis sanksi administrasi yang berlaku di Indonesia yaitu berupa bunga, denda dan kenaikan yang selanjutnya diatur didalam PP. Sanksi administrasi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Abdi & Faisol, 2023). Terdapat 3 jenis sanksi pidana, yaitu berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.   
	Menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang datau dituntut dari para wajib pajak yaitu:
1. Dituntut kepatuhan (compliance), yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak melaksanakannya dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggungjawab (responsibility), yaitu wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan surat pemberitahuan harus tepat waktu.
3.  Dituntut kejujuran (honest), yaitu wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (law enforcement), yaitu memberikan sanksi yang berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.
	Indikator sanksi pajak menurut  Wardani & R (2017), yaitu:
1. Wajib pajak menyadari tujuan sanksi pajak
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat untuk memberikan efek jera
3. Memberikan sanksi tanpa toleransi pada wajib pajak yang melanggar
2.1.5. [bookmark: _Toc207022413]Samsat Keliling
[bookmark: _Hlk207008497]	Samsat keliling merupakan layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) di dalam kendaraan dengan metode mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat induk (Abdi & Faisol, 2023). Layanan ini dilakukan denan cara petugas mendatangi langsung pemilik kendaraan atau wajib pajak yang berada jauh dari kantor samsat induk, menggunakan kendaraan operasional khusus yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
	Dengan adanya samsat keliling, maka masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor samsat pusat untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan kendaraan. Hal ini membantu terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari pusat layanan.  Sehingga keberadaan samsat keliling ini dinilai sebagai sebuah inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi layanan publik (Gustaviana, 2020).
	Menurut Rohemah et al (2013) pelayanan samsat keliling data dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu:
1. Akses pajak 
	Lokasi pelayanan merupakan pusat kegiatan yang strategis dan mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan dalam menemukan jalan sekitar dan kejelasan rute menuju lokasi tersebut.
2. Fasilitas 
	Seluruh operasional berbasis teknologi didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kualitas, guna mendukung modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.
3. Complaint center 
	Kantor bersama SAMSAT menyediakan pusat pengaduan untuk menangani keluhan wajib pajak yang terdaftar. Keluhan yang diterima mencakup berbagai masalah terkait pelayanan, termasuk proses pemeriksaan keberatan dan banding.
4. Website 
	Situs web berfungsi seabagai media informasi dan fasilitas teknologi pendukung pelayanan pajak modern yang dapat diakses secara online selama 24 jam, sehingga dapat memastikan kualitas pelayanan pajak yang optimal.
Adapun manfat SAMSAT keliling yaitu sebagai berikut:
1. Mempermudah masyarakat (wajib pajak) dalam mengurus pengesahan STNK tahunan, membayar Pajak Kendaran Bermotor (PKB), serta memenuhi kewajiban pembayaran SWDKLLJ.
2. Memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat atau wajib pajak yang bertempat tinggal jauh dari kantor SAMSAT utama, sehingga dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan.
	Indikator samsat keliling menurut Irkham & Indriasih (2021), yaitu:
1. Pendataan lebih terkontrol
2. Kemudahan dalam membayar pajak
3. Minat wajib pajak
4. Menghemat waktu
5. Kualitas pelayanan
6. Letak wilayah
2.2. [bookmark: _Toc200396052][bookmark: _Toc200396088][bookmark: _Toc200396180][bookmark: _Toc200396315][bookmark: _Toc207022414]Penelitian Terdahulu 
	Hasil penelitian digunakan untuk membandingkan integral objek penelitian, yaitu tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Samarinda. Berikut penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan pajak yaitu:



[bookmark: _Toc207003446]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No. 
	Nama Peneliti dan Tahun
	Variabel Penelitian 
	Hasil Penelitian

	1.
	(Abdi & Faisol, 2023)	Variabel independen:
1. Pemutihan Pajak
2. E-Samsat
3. Sanksi Pajak
4. Kualitas Pelayanan
Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

	Samsat keliling, E-Samsat dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pemutihan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

	2.
	(Chaerani et al., 2024)	Variabel independen:
1. Pemutihan Pajak
2. Kesadaran Wajib Pajak
3. Samsat Keliling
Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
	Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	3.
	(Jannah & Hambali, 2023)	Variabel independen:
1. Sanksi, 
2. Razia Lapangan dan 
3. Samsat Keliling
Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
	Sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor d kabupatenn sumbawa secara signifikan, sedangkan Razia lapangan dan samsat keliling tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa 

	4.
	(Pranata et al., 2022)	Variabel independen:
1. Kesadaran Wajib Pajak 
2. Sanksi 
3. Pemutihan
Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	5.
	(Utomo & Iswara, 2022)
	Variabel independen:
1. Kesadaran Wajib Pajak 
2. Sanksi Perpajakan
3. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Sebanyak 100 responden memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	6.
	(Purnaman et al., 2023)	Variabel independen:
1. Program Samsat Keliling
2. Program Pemutihan Pajak  
3. Sosialisasi Perpajakan
Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di 
	P rogram samsat keliling dan program pemutihan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota Kendari sedangkan pada sosialisasi perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Kendari. 


Sumber: Data diolah, 2025
2.3. [bookmark: _Toc207022415]Kerangka Konseptual
	Theory of planned behaviour berkaitan dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak dan samsat keliling terutama pada faktor control belief mengenai hal yang mendukung perilaku masyarakat untuk patuh sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut:
[image: ]
[bookmark: _Toc207003493][bookmark: _Toc207003813]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah, 2025
2.4. [bookmark: _Toc200396053][bookmark: _Toc200396089][bookmark: _Toc200396181][bookmark: _Toc200396316][bookmark: _Toc207022416]Perumusan Hipotesis
2.4.1. [bookmark: _Toc207022417]Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Pemutihan pajak adalah salah satu solusi untuk mendorong masyarakat agar membayarkan tunggakan pajaknya tanpa harus membayar beserta denda keterlambatan (Chaerani et al., 2024). Pemerintah membuat program pemutihan pajak untuk mendorong wajib pajak yang menunggak atau terlambat dalam membayar pajak kendaraannya. Program ini bertujuan agar dapat mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan wajib pajak serta mendorong seluruh wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya. Theory of planned behavior ini dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mengurangi beban pajak, menciptakan persepsi positif terhadap kebijakan dan meningkatkan motivasi untuk mematuhi. Dengan meningkatkan control belief pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak. 
	Pada penelitian sebelumnya, program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan dengan diselenggarakannya program pemutihan pajak dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak motornya yang telat bayar (Chaerani et al., 2024; Pranata et al., 2022; Purnaman et al., 2023; Utomo & Iswara, 2022).
H1: Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda
2.4.2. [bookmark: _Toc207022418]Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Sanksi pajak sebagai alat pencegah agar setiap wajib pajak akan jera dan tidak melanggar norma perpajakan (Pranata et al., 2022). Sanksi pajak adalah hukuman kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku; sanksi ini dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pajak termasuk ke normative belief, sanksi pajak memberikan tantangan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu serta memberikan peraturan agar wajib pajak lebih patuh atas hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar sehingga wajib pajak dapat patuh sebagai wajib pajak kendaraan. 
	Pada penelitian sebelumnya, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini berarti semakin tinggi atau berat sanksi pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Jannah & Hambali, 2023; Pranata et al., 2022).
H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2.4.3. [bookmark: _Toc207022419]Samsat Keliling Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Samsat keliling merupakan layanan berup pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan pembayaran asuransi Jasa Raharja dengan aktivitasnya menggunakan kendaraan bermotor (Abdi & Faisol, 2023). Samsat keliling ini beroperasi dari tempat ke tempat yang sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Samsat keliling ini diiklasifikasikan control belief karena layanan ini membantu wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.
	Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa samsat keliling memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya samsat keliling ini, mempermudah masyarakat untuk membayar pajak dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penambahan uni samsat keliling juga diperlukan agar wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajaknya (Abdi & Faisol, 2023; Purnaman et al., 2023).
H3: Samsat Keliling Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2.5. [bookmark: _Toc207022420]Model Penelitian
	Dari perumusan hipotesis diatas, maka model pada penelitian ini mengenai “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda” adalah:
[bookmark: _Toc200398294][image: ]
[bookmark: _Toc207003494][bookmark: _Toc207003814]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Data diolah, 2025
	











[bookmark: _Toc207022421]BAB III
[bookmark: _Toc202903972][bookmark: _Toc207003070][bookmark: _Toc207003186][bookmark: _Toc207022422]METODE PENELITIAN

3.1. [bookmark: _Toc207022423]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
3.1.1. [bookmark: _Toc207022424]Variabel independen (X)
3.1.1.1. [bookmark: _Toc207022425]Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor (X1)
	Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan pembebasan denda pajak yang dialami karena penundaan pembayaran atau terlmabat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Indikator variabel (X1) menurut Rahayu & Amirah (2018), yaitu: 
1. Sunset Policy
2. Kesadaran wajib pajak
3.1.1.2. [bookmark: _Toc207022426]Sanksi Pajak (X2)
	Sanksi pajak merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dan akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Indikator variabel (X2) menurut Wardani & R (2017), yaitu:
1. Wajib pajak menyadari tujuan sanksi pajak
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat untuk memberikan efek jera
3. Memberikan sanksi tanpa toleransi pada wajib pajak yang melanggar
3.1.1.3. [bookmark: _Toc207022427]Samsat Keliling (X3)
	Samsat keliling merupakan layanan yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dengan mudah ditemui. Indikator variabel (X3) menurut Irkham & Indriasih (2021), yaitu:
1. Pendataan lebih terkontrol
2. Minat wajib pajak
3. Kualitas pelayanan
4. Letak wilayah
3.1.2. [bookmark: _Toc207022428]Variabel dependen (Y)
3.1.2.1. [bookmark: _Toc207022429]Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan suatu keadaan yang wajib dilakukan sebagai wajib pajak dalam melunasi semua kewajiban pajaknya guna mendukung pembangunan suatu daerah. Indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut Wardani & R (2017), yaitu:
1. Menaati kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Melakukan pembayaran pajak tepat waktu
3. Memenuhi persyaratan dalam proses pembayaran pajak
3.2. [bookmark: _Toc207022430]Populasi dan Sampel
	Populasi merupakan keseluruhan unsur/elemen yang dapat diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah unit kendaraan bermotor di Kota Samarinda pada tahun 2024 yaitu berjumlah 1. 163.112. Untuk menentukan jumlah sampel yang dipilih maka perlu menggunakan Teknik Purposive Sampling dalam pengambilan sampel. Purposive Sampling dapat menentukan sampel sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2016). Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin:



Keterangan:
N	= Besar populasi
n 	= Besar sampel
e	= Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (10%)
	Maka dari perhitungan diatas, sampel yang diambil adalah sebanyak 100. Untuk kriteria sampel berupa:
1. Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Samarinda tahun 2025
2. Wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda yang terdaftar >1 tahun
3. Responden pernah mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda
4. Responden pernah membayar pajak melalui samsat keliling 
3.3. [bookmark: _Toc207022431]Jenis dan Sumber data
	Jenis pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif. Pengertian data kuantitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk angkat atau data yang diangkakan. Sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer diambil langsung pada narasumber untuk penelitian ini.
3.4. [bookmark: _Toc207022432]Metode Pengumpulan Data
	Data pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner. Jawaban pada kuesioner diberikan dalam bentuk skala Likert, yakni diberi nilai tertinggi 5 berarti sangat setuju (SS) dan nilai terendah 1 berarti sangat tidak setuju (STS), yakni:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Kurang Setuju (KS)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
3.5. [bookmark: _Toc207022433]Alat Analisis Data
3.5.1. [bookmark: _Toc207022434]Uji Kualitas Data
3.5.1.1. [bookmark: _Toc207022435]Uji Validitas
		Sebelum kuesioner digunakan, dilakukan pengujian validitas. Uji validitas adalah pemeriksaan setiap instrumen untuk item kuesioner yang dianggap valid ataupun tidak (Ghozali, 2011). Dalam uji valditas, standar hasil ini mentapkan bahwa kuesioner valid jika nilai signifikansi Pearson < 0.05, kuesioner dapat dikatakan berkorelasi tinggi jika nilai signifikansi 2-Tailed < 0.01, dan kuesioner berkorelasi jika nilai signifikansi 2-Tailed < 0.05.
3.5.1.2. [bookmark: _Toc207022436]Uji Reliabilitas
		Uji reliabilitas merupakan cara dalam mengukur kuesioner dari indikator suatu variabel (Ghozali, 2011). Jika respon dari seseorang pada pertanyaan dengan konsiste, maka kuesioner tersebut dianggap andal. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Alfa Cronbach dan alat SPSS. Adapun hasil dari reliabilitas, jika nilai dari r Alpha > 0.6, maka item pertanyaan dari kuesioner tersebut reliabel.
3.5.2. [bookmark: _Toc207022437]Uji Asumsi Klasik
3.5.2.1. [bookmark: _Toc207022438]Uji Normalitas
		Menurut Ghozali (2016) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat variabel residual atau pengganggu dengan distribusi normal dalam model regresi yang dilakukan. Uji normalitas ini menggunakan uji Komogorof-Smirnov nilai 0,5. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak terdristibusi normal dan jika nilai lebih dari 0,05, maka nilai residual terdistribusi normal.
3.5.2.2. [bookmark: _Toc207022439]Uji Multikolinearitas
		Uji multikolinearitas untuk mengetahui model regresi tersebut multikolinear menemukan hubungan antara variabel independent (Ghozali, 2018). Uji multikolinearitas diketahui berdasarkan Value Inflation Factor (VIF), yakni:
1.) Jika VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance < 0,1 artinya ada multikolinieritas
2.) Jika VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance > 0,1 artinya tidak ada multikolinearitas
3.5.2.3 [bookmark: _Toc207022440]          Uji Heterokedastisitas
		Menurut Ghozali (2018) uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik Scatterplot untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan ketidaksamaan variance dan residual dari satu pengamatan ke paengamatan ini. Nilai signifikansi model regresi tidak lebih besar 0,05. 
3.5.3 [bookmark: _Toc207022441]Uji Kelayakan Model
3.5.3.1. [bookmark: _Toc207022442]Uji F
	Uji F merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui kelayakan dari model penelitian. Apabila signifikansi <0.05 maka model dinyatakan layak dan pengujian dan dapat terus dilanjutkan. Sedangkan jika signifikansi >0.05 maka model dinyatakan tidak fit dan perlu dilakukan modifikasi terlebih dahulu.
[bookmark: _Toc207022443]3.5.4 Uji Hipotesis
3.5.3.1. [bookmark: _Toc207022444]Analisis Regresi Linier Berganda
	Analisis regresi linear berganda melibatkan satu variabel dependen dan lebih dari 1 variabel independent. Tujuan dalam analisis ini untuk memprediksi perubahan nilai variabel akibat pengaruh dari variabel independent. Berikut model regresi berganda:
Y = 
Keterangan:
Y	= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Samarinda
	= Konstanta
	= Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
	= Sanksi Pajak
	= Samsat Keliling
3.5.3.2. [bookmark: _Toc207022445]Uji kofeisien Determinasi
	Uji ini mengetahui seberapa besar kemampuan variabel pada penelitian ini. Nilai R2 besar maka semakin kuat pengaruh dari variabel yang digunakan. Jika nilai koefisiien hampir mendekati 1 maka variabel independennya telah memberikan seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependennya. Namun jika nilai R2 semakin kecil maka semakin lemah variabel tersebut. Maka semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independent dalam menjelaskan perilaku variabel dependennya.  
3.5.3.3. [bookmark: _Toc207022446]Uji t
	Nilai 0,05 hipotesisnya diterima dan variabel independent memiliki kemampuan dari pengaruh terhadap variabel dependennya, sebaliknya nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak lalu variabel independent dan tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.
[bookmark: _Toc200398295]
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KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SANKSI PAJAK DAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA
1. Identitas Responden
Isikan data mengenai identitas pribadi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pada butir
pertanyaan berikut:
1.  Nama Lengkap:
2.  Jenis Kelamin:
	 Laki-Laki
	 Perempuan
3. Usia:
4. Pekerjaan:
	 Tidak Bekerja
	 PNS
 	Karyawan Swasta
 	Wirausaha
	 Mahasiswa
 	 Lainnya
5. Pendidikan Terakhir
	SD/Sederajat 			Diploma (D3) 		Lainnya
	SMP/Sederajat 		Sarjana (S1)
	SMA/sederajat 		Magister (S2)
	6. Domisili:
	2. PETUNJUK PENGISIAN
Berilah tanda Ceklist (✓) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Responden.

Keterangan: 
	Alternatif
	Jawaban
	Skor

	Sangat Tidak Setuju
	STS
	1

	Tidak Setuju
	TS
	2

	Kurang Setuju
	KS
	3

	Setuju
	S
	4

	Sangat Setuju
	SS
	5



2. Pernyataan  
Pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1)
	No.
	Indikator/Pernyataan
	STS
	TS
	KS
	S
	SS

	Indikator: Sunset Policy

	1.
	Program pembebasan sanksi administrasi pajak memberikan keringanan bagi wajib pajak dalam melunaskan segala kewajiban perpajakan kendaraan bermotor
	
	
	
	
	

	2.
	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor mendorong wajib pajak untuk aktif menyelesaikan kewajiban perpajakannya
	
	
	
	
	

	Indikator: Kesadaran wajib pajak

	3.
	Saya sering membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk pengabdian saya kepada negara
	
	
	
	
	

	4. 
	Saya sering membayar pajak kendaraan bermotor, karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi saya dalam menunjang pembangunan daerah
	
	
	
	
	

	5. 
	Saya sering mempersiapkan dana untuk membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya
	
	
	
	
	



Sanksi Pajak (X2)
	No.
	Indikator/Pernyataan
	STS
	TS
	KS
	S
	SS

	Indikator: wajib pajak menyadari tujuan sanksi pajak

	1.
	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak
	
	
	
	
	

	Indikator: pengenaan sanksi yang cukup berat untuk memberikan efek jera

	2.
	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar
	
	
	
	
	

	Indikator: memberikan sanksi tanpa toleransi pada wajib pajak yang melanggar

	3. 
	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran
	
	
	
	
	



Samsat Keliling (X3)
	No
	Indikator/Pernyataan
	STS
	TS
	KS
	S
	SS

	Indikator: pendataan lebih terkontrol

	1.
	Saya merasa pendataan wajib pajak yang berada jauh dari lokasi kantor utama SAMSAT lebih terkontrol
	
	
	
	
	

	Indikator: minat wajib pajak

	2. 
	Saya merasa minat wajib pajak dalam membayar pajak bertambah dengan adanya SAMSAT keliling
	
	
	
	
	

	Indikator: kualitas pelayanan

	4.
	Saya merasa puas dengan kehandalan dalam pelayanan program SAMSAT keliling
	
	
	
	
	

	Indikator: letak wilayah

	5.
	Saya merasa letak wilayah SAMSAT keliling sangat strategis
	
	
	
	
	



Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 
	No
	Indikator/Pernyataan
	STS
	TS
	KS
	S
	SS

	Indikator: menaati kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku

	1.
	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor
	
	
	
	
	

	Indikator: melakukan pembayaran pajak tepat waktu

	2. 
	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya
	
	
	
	
	

	Indikator: memenuhi persyaratan dalam proses pembayaran pajak

	3. 
	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraaan bermotor sesuai dengan ketentuan
	
	
	
	
	


 

 Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang 	2020	2021	2022	2023	2024	140495	142465	142592	97885	97888	 Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus 	2020	2021	2022	2023	2024	7225	8135	8168	7006	7009	 Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk 	2020	2021	2022	2023	2024	82175	84645	84692	64179	64182	 Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor 	2020	2021	2022	2023	2024	585215	613547	898838	993224	993227	




2020	2021	2022	2023	2024	949902805221	1007720000000	1271895140197	1314476696918	1419943632225	
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